BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BELANJA HIBAH,
BELANJA BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI HASIL, BELANJA BANTUAN
KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA
TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI MALANG,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan jenis belanja pada Belanja
Hibah dan penambahan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait
dengan Verifikator Teknis Belanja Hibah dalam Peraturan Bupati
Malang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan
Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil,
Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun
Anggaran 2011, maka perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran
menimbang ini, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Malang
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Belanja
Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja
Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran
2011 dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembatan Negara
Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4844);
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5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan
dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun
2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2009
Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972);

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007;

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik;

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2011,

13.Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/A),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Malang Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2010 Nomor 4/A);

14.Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);

15.Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2011
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun
2011 Nomor 1/A);

16.Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);

17.Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011
Nomor 1/A);
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18.Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pelaksanaan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi
Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga
Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun
2011 Nomor 3/A);

Memperhatikan: Surat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Kabupaten @ Malang tanggal 28 Maret 2011  Nomor:
518/195/421.112/2011 perihal Perubahan Jenis Belanja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BELANJA HIBAH,
BELANJA BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI HASIL, BELANJA
BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN
ANGGARAN 2011.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Lampiran II, Il dan IV Peraturan Bupati
Malang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Belanja
Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan
Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2011 diubah,
sehingga harus ditulis dan dibaca sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II, lll dan IV.

Pasal I

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai
dengan tanggal 31 Desember 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Malang.

Diundangkan di Malang Ditetapkan di Malang
pada tanggal 31 Mei 2011 pada tanggal 31 Mei 2011
SEKRETARIS DAERAH
BUPATI MALANG
Ttd. Ttd.

ABDUL MALIK H. RENDRA KRESNA
NIP. 19570830 198209 1 001
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2011 Nomor 6/A
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